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Abstract. North Bandung area is an area of function and essential role in ensuring the sustainability of the
development of life in Bandung Basin for North Bandung area will determine the carrying capacity of
water sources, such as groundwater and as a water catchment area that is important for Bandung Basin,
then the condition of the environment needs to be maintained so that can anticipate environmental damage.
However, the current trend of development in North Bandung Region does not comply with the conditions
of hydrological function and the function of the protected area. Economic pressures, population growth,
and the attractiveness of North Bandung area economically strategic and high value have shifted their land
functions that have a negative impact on the environment. Issues to be discussed in this thesis is the
implementation of the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North
Bandung area according to the legislation for prevention of environmental damage. Writing this paper
receipts normative juridical approach using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The
data obtained and analyzed qualitatively. Specifications penilitian is descriptive analysis. Conclusion The
study states that the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North
Bandung area is set is ideal and in accordance with laws and regulations relating to the prevention of
environmental damage. But in terms of the implementation of the procedure has not been carried out
properly due to environmental considerations do not be a primary consideration, and there are other
interests are inserted in the publishing process Recommendation governor.

Keyword: Space Utilization Permitting, North Bandung Region, Environment Damage
Prevention.

Abstrak. Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan memiliki fungsi dan peranan penting dalam
menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung karena Kawasan Bandung Utara
sangat menentukan daya dukung sumber air, seperti air bawah tanah dan sebagai kawasan resapan air yang
penting bagi Cekungan Bandung maka kondisi lingkungan hidupnya perlu dijaga sehingga dapat
mengatisipasi kerusakan lingkungan. Akan tetapi, kecenderungan saat ini pembangunan Kawasan Bandung
Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi,
pertambahan jumlah penduduk, dan daya tarik Kawasan Bandung Utara yang strategis secara ekonomi dan
bernilai jual tinggi telah mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi lahan yang menimbulkan dampak
negatif pada lingkungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi
prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara
menurut peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penulisan
skripsi ini meggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi
penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa prosedur
perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara yang diatur
sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan
lingkungan. Tetapi dalam hal implementasi prosedur tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena
petimbangan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan utama serta ada kepentingan lain yang diselipkan
pada proses penerbitan Rekomendasi Gubernur.

Kata Kunci: Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang, Kawasan bandung Utara, Pencegahan
Kerusakan Lingkungan
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A. Pendahuluan

pembangunan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan ruang dianggap strategis
untuk mendukung kegiatan ekonominya. Pembangunan di Indonesia menganut konsep
pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, harus dilaksanakan
dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan
generasi yang akan datang. Dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan guna
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang,
proses dalam pemberian izin pemanfaatan ruang tersebut harus sangat diperhatikan
karena izin tersebutlah yang akan menjadi penentu kondisi lingkungan hidup ditempat
pelaksanaan pemanfaatan ruang itu nantinya. Permasalahan kegiatan pemanfaatan
ruang di Jawa Barat yang seringkali hanya mementingkan pertimbangan ekonomis dan
mengancam kawasan lindung salah satunya terjadi di Kawasan Bandung Utara. KBU
adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung,
Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Selanjutnya disebut KBU. Akan tetapi,
kecenderungan saat ini pembangunan KBU tidak sesuai dengan kondisi fungsi
hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi, pertambahan jumlah
penduduk, dan daya tarik KBU yang strategis secara ekonomi dan bernilai jual tinggi
menjadikan KBU dari tahun ke tahun telah berkembang sedemikian rupa, dan
mengakibatkan timbulnya dampak inegatif bagi lingkungan di KBU.

Berdasarkan uraian di atas saya bermaksud untuk meneliti dan menganalisanya
ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Prosedur Perizinan
Pemanfaatan Ruang Permukiman Pada Kawasan Budi Daya Di Kawasan Bandung
Utara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan
Lingkungan”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan pemanfaatan ruang
permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut
peraturan perundang-undangan;

2. Untuk mengetahui implementasi prosedur perizinan pemanfaatan ruang
permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut
peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan
lingkungan.

B. Landasan Teori

Konsep Negara hukum (Rechtstaat atau The Rule of Law) yang berarti konsep
Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa
sebagai hukum, namun hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan
ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat
manusia. Untuk mencapai fungsi dan peran tersebut maka harus dibarengi dengan
proses hukum. Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelarasan
berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum
yang adil. Hukum yang baik yaitu hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan
dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan untuk mewujudkan

IImu Hukum, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016

Manusia sebagai



896 | Deni Yuliarman, et al.

rasa keadilan dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas proses hukum
tergantung 3 (tuga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan
budaya hukum. Kebijakan pembentukan hukum diarahkan untuk membentuk struktur
hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan
yang mengabdi pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi
dan keadilan. Sedangkan dalam substansi hukum, kepastian dan perlindungan hukum
serta hak asasi manusia menjadi sarana utama melalui penegakan hukum yang
dilaksanakan secara tegas, lugas,konsekuen dan mengikat. Serta budaya hukum yang
merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas.
Kesejahteraan dapat tercapai apabila hak-hak asasi warga Negara telah terpenuhi.
Salah satunya hak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak
asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
negara melakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui
mekanisme pemberian izin oleh negara/pemerintah kepada siapapun apabila akan
menyelenggarakan aktivitasnya di masyarakat. 1zin sebagai instrumen yuridis yang
digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara
yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. 1zin berfungsi selaku ujung
tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat
adil dan makmur itu dijelmakan. Pemberian izin terhadap setiap aktivitas yang
dilakukan masyarakat salah satu dasarnya adalah untuk perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, dalam hal ini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikkan fungsi lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin dilakukan
tanpa ada alat penegakannya. Hukum lingkungan menjadi saran untuk menjamin
kepastian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan telah
berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai
perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat dengan peran agent of
stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana perubahan masyarakat dengan
peran sebagai agent of change.

Perlindungan dan pengendalian fungsi lingkungan hidup disusun dengan
sebuah penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu perencanaan tata
ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang
merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar
memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia.

Pemanfaatan ruang merupakan hal yang sangat penting untuk perlindungan dan
pengendalian lingkungan hidup. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Rencana tata ruang dilakukan
dengan perencanaan yang matang karena merupakan kegiatan menentukan rencana
lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi kebutuhan manusia dengan
mmanfaatkan sumber daya yang tersedia.
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Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang diselenggarakan untuk
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfataan tersebut. Kerusakan
lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap
sifatfisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Maka dari itu kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang harus
dicegah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pemanfaatan
ruang diselenggarankan di wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang
dilaksanakan melalui penetapan peraturan zonasi perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan
manusia. Karena manusa diberi tanggungjawab sebagai khalifah di bumi, kerusakan
yang terjadi sebagai akibat keserakahan manusia ini disebabkan manusia
memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperdulikan tuntunan Allah, karena Allah
melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-
Qur’an,“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Tuhan
memperbaikinya”(Q.S. Al-A’raf: 85). Islam telah memberi peringatan lewat ayat-ayat
al-Qur'an mengenai lingkungan hidup. Seorang Muslim menempati kedudukan
strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini sesuai
dengan firman Allah dalam Al-Qur’an, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka
bumi”(Q.S. Al-Bagarah: 30).

Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya.
Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani.
Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah
sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi
(mengelola lingkungan hidup) dengan melakukan upaya pencegahan terhadap
terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

KBU merupakan wilayah yang pemanfaatan ruangnya diatur secara khusus
oleh Perda KBU dan Pergub KBU. Kawasan ini perlu dikendalikan pemanfataan
ruangnya karena KBU mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin
keberlanjutan perkembangan kehidupan di cekungan Bandung. Pengendalian
pemanfaatan ruang KBU berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian,
keterpaduan, kelestarian, keadilan dan peran serta masyarakat. Tujuan pengendalian
pemanfaatan ruang KBU adalah mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di
KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan peningkatan
fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

Pola pemanfaatan ruang di KBU terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemanfaatan
ruang kawasan lindung, dan kawasan budi daya. Kawasan Lindung adalah kawasan
yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pola
pemanfaatan kawasan budi daya di KBU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kawasan
Permukiman dan Kawasan Pertanian. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang
didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan
pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan
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penghidupan, sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil
guna, sedangkan Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dibudidayakan untuk
kegiatan pertanian holtikultura, sawah, hutan produksi, peternakan, perkebunan dan
agrowisata.

Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial
ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat
bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan,
perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya
tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan
sosialnya, dan Kkegiatan dunia usahanya. = Konsep pembangunan berkelanjutan
memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan
organisasi sosial mengenai sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam
menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Pembangunan akan memungkinkan
generasi sekarang meningkatkan kesejahterannya, tanpa mengurangi kemungkinan
bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penerapan konsep
pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan
dalam melakukan pembangunan karena dalam konsep tersebut disebutkan bahwa
dalam melakukan perubahan (pembangunan) harus memerhatikan pertimbangan
lingkungan hidup.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di
KBU sejauh ini sudah cukup ideal. Perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada
kawasan budi daya di KBU merupakan salah satu kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan
pemanfaatan ruang yang bisa berakibat pada kerusakan lingkungan. Kegiatan ini
dilaksanakan agar terciptanya pola pembangunan yang berkelanjutan dalam
pemanfaatan ruang di KBU. Konsep pembangunan berkelanjutan bisa kita lihat di
syarat-syarat perizinan pemanfaatan ruang KBU pada syarat-syarat lingkungan yang
secara teknis sangat diperhatikan. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemohon
sebagai usaha pengelolaan lingkungan hidup dalam pencegahan kerusakan dan/atau
pencemaran di KBU. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang permukiman
pada kawasan budi daya di KBU dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan saat
ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu yang diatur pada UUPR, PP
PPR, Undang- Undang Bangunan Gedung, UUPPLH, Perda KBU dan Pergub KBU.

Kesesuaian proses prosedur perizinan pemanfaatan ruang kawasan permukiman
pada kawasan budi daya di KBU dengan peraturan perundang-undangan tersebut
nampaknya saat ini belum berdampak kepada tujuan awal pengendalian yaitu
mencegah kerusakan lingkungan hidup. Bila kita hubungkan dengan teori
implementasi yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas suatu
proses hukum tergantung oleh 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi
hukum dan budaya hukum. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan
budi daya di KBU, substansi hukum dalam proses perizinan pemanfaatan ruang
permukiman pada kawasan budi daya di KBU tidak ada yang dilanggar. Proses
pemberian izin dilaksanakan sesuai aturan yaitu Perda KBU dan Pergub KBU. Tetapi
akibat yang timbul pada lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang tersebut yang
telah melewati proses perizinan yang sesuai aturan terbukti belum efektif. Selain itu
struktur hukumnya yang terdiri dari Diskimrum, BPMPT, BPLHD, BKPRD, dan
pihak-pihak lain yang terlibat telah mengenyampingkan pertimbangan lingkungan
hidup dengan mengutamakan pertimbangan ekonomi padahal secara filosofis
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pemanfaatan ruang di KBU dikendalikan adalah untuk mencegah kerusakan
lingkungan hidup serta adanya kepentingan-kepentingan lain yang diselipkan oleh
pihak lain yang tidak berwenang dalam perizinan pemanfaatan ruang di KBU dalam
proses perizinan ini membuktikan belum adanya ketegasan dari organ-organ yang
berwenang dalam hal ini dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Serta budaya
hukumnya yang belum baik dari setiap individu (termasuk yang ada pada struktur
hukum) dalam menaati dan memahami hukum khususnya mengenai KBU. Bisa Kita
lihat dengan didapatnya kepentingan-kepentingan suatu pihak yang diselipkan pada
proses perizinan pemanfaatanruang yang mengakibatkan struktur hukum dan substansi
hukumnya tidak berjalan secara efektif.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur perizinan
pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU yang diawali
dengan pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan yuridis, persyaratan
teknis dan persyaratan biaya dan waktu lalu hingga penerbitan izin pemanfaatan
ruang oleh Bupati/Walikota tersebut sudah ideal dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

2. Implementasi prosedur pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi
daya di KBU belum dilaksanakan dengan baik karena pada saat pelaksanaan
pemenuhan salah satu persyaratan yuridis yaitu pada proses pemberian
rekomendasi Gubernur ditemukan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi
pertimbangan yang lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan lingkungan
oleh Tim Teknis dalam penilaiannya sehingga pemanfaatan ruang permukiman
pada kawasan budi daya di KBU berdampak negatif bagi lingkungan hidup
yang juga disebabkan ada kepentingan lain yang melatarbelakangi penerbitan
rekomendasi Gubernur tersebut padahal berdasarkan data di sebagian besar
KWTa kawasan permukiman pada kawasan budi daya di KBU kondisinya
sudah melampaui batas KWT maksimal yang berarti bahwa sudah melampaui
daya dukung lingkungan.
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